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Artinya:“disana terdapat tanda-tanda yang jalas, (diantaranya) magam lbrahim.
Barang siapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (diantara) kewajiban
manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah hajike Baitullah, yaitu bagi
orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan kesana. Barang siapa
mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak
memer|ukan sesuatu) dari seluruh alam™.*

(Q.S Ali-‘Imran: 97)

!Al-Qur’an, Kementeriam Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat 1slam, 2012), him. 62.
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ABSTRAK

Baharuddin Harahap (13240081), Mangjemen Administrasi Pendaftaran Ibadah
Haji Oleh Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017, skripsi Jurusan Mangemen Dakwah
Fakultas Dakwah dan Komunikas Universitas Issam Negeri Sunan Kalijaga
Y ogyakarta, 2018.

Pendaftaran ibadah haji merupakan langkah pertama dan utama yang harus
dilakukan setigp umat Islam yang hendak menunaikan pelaksanaan rukun Islam
kelima ke Tanah Suci. Indonesia sebagai negara berkependudukan mayoritas
beragama Islam menyebabkan semakin tingginya jumlah peminat pendaftaran
ibadah haji dari masa ke masa. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama
sebagali penyelenggara ibadah hgji dituntut untuk dapat melaksanakan amanat
Undang-undang dengan sebaik-baiknya dalam rangka pemberian pelayanan prima
kepada masyarakat. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan pelayanan pendaftaran
ibadah haji dibutuhkan serangkaian kegiatan administrass guna mendukung,
membantu, melayani, dan mewadahi dalam proses pendaftaran ibadah hgji di
Kantor Kementerian Agama. Sehingga proses pendaftaran ibadah haji dapat
berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun.

Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Kulon Progo sebagal salah satu bagian unit kerja yang menangani
kegiatan penyelenggaraan ibadah haji tingkat Kabupaten harus mampu menjawab
tuntutan masyarakat dalam pelayanan pendaftaran ibadah haji yang dapat
memberikan kepuasan dan kenyamanan setiagp umat Islam yang ingin
mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji.Penelitian ini merupakan penelitian
lapangan (field research) yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder.
Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan studi
dokumentasi. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah dengan metode
analisis data model Miles dan Huberman.

Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa aktivitas manaemen
administrasi pendaftaran ibadah haji yang dilakukan oleh seksi Penyelenggaraan
Hai dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo berupa
administrass melalui pendekatan publik. Hal ini terlihat dengan adanya usaha
penyediaan sarana keperluan masyarakat dalam rangka memudahkan masyarakat
mel akukan proses pendaftaran ibadah haji.

Kata kunci: Manajemen, Administrasi, Pendaftaran Ibadah Haji
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul Skripsi

Skripsi ini berjudul: “Manajemen Administrasi Pendaftaran 1badah
Hai Oleh Seksi Penyelenggaraan Hai dan Umrah Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017”. Untuk menghindari
kesalahan dalam memahami judul skripsi ini, peneliti merasa perlu adanya
penjelasan mengenal pengertian istilah-istilah yang terkandung dalam

judul tersebut sebagal berikut :

1. Manaemen

Secara etimologis, mangemen berasal dari kata kerja to
manage (bahasa inggris) yang artinya mengurus, mengatur,
mel aksanakan dan mengelola! Kata Manajemen dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI) dimaknai sebagai proses pemakaian sumber
daya secara efektif untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan.?
Menurut George R. Terry yang dikutip oleh H. Malayu S.P. Hasibuan
daam bukunya yang berjudul manajemen dasar, pengertian, dan
masalah menuliskan bahwa mangjemen adalah suatu proses yang khas

yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian,

Y1 rham Fahmi, Manajemen Teori, kasus, dan solusi, (Bandung: Alfabeta, 2012), him. 2.

“Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),
(Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), him. 909.



pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta
mencapal sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan
sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Lebih lanjut Luter
Guilick sebagaimana dikutip oleh T. Hani Handoko dalam bukunya
yang berjudul manajemen menjelaskan bahwa mangemen adaah
sebagal ilmu pengetahuan (science) yang berusaha secara sistematis
untuk memenuhi mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama
untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerjasama ini lebih
bermanfaat bagi kemanusiaan.*

Adapun yang dimaksud manajemen dalam penelitian ini adalah
pengelolaan, pengaturan, dan pemanfaatan sumber daya yang
dilakukan oleh sebuah lembaga melalui proses perencanaan,
pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan secara efektif dan
efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Manaemen diterapkan dengan
harapan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara maksimal
dan meminimalkan ancaman atau rintangan yang dihadapi dalam
mencapai tujuan.

Mangiemen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
mangjemen yang terkait dengan administrasi pendaftaran ibadah haji di

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo.

®H. Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah, (Jakarta: Bumi
Aksara, 2011), him. 2.

“T. Hani Handoko, Manajemen, (Y ogyakarta: BPFE, 2000), him. 11.



2. Administras
Istilah administrasi berasal dari bahasa latin ““ad + ministrare™

yang mempunyai pengertian dalam bahasa Indonesia membantu,
melayani, dan atau memenuhi.®> Sedangkan istilah administrasi dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai usaha
dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara
penyelenggaraan pembinaan organisasi.® Lebih lanjut kata administrasi
menurut Donavan dan jackson yang dikutip oleh Yeremias T. Keban
dalam bukunya yang berjudul Enam dimenssi straregis Administrasi
Publik, bahwa administrasi merupakan suatu proses yang dinamis dan
berkelanjutan, yang digerakkan dalam rangka mencapai tujuan dengan
cara memanfaatkan secara bersama orang dan material melalui
koordinasi dan kerjasama.” Maka yang dimaksud administrasi dalam
penelitian ini adalah segala bentuk usaha dan proses kegiatan yang
berkaitan dengan pengaturan kebijaksanaan yang dilakukan antara dua
orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan
sebelumnya.

Berdasarkan uraian pengertian diatas, maka yang dimaksud
dengan mangemen administrasi disini adalah cara pemanfaatan

sumber daya manusia dalam segala bentuk usaha dan proses kegiatan

*Miftah Thoha, Aspek-Aspek Pokok Ilmu Administrasi, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990),
him. 10.

®Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, him. 7.

"Yeremias T. Keban, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu,
(Yogyakaarta: Gava Media, 2008), him. 2.



yang dilakukan antara dua orang atau lebih untuk mencapa tujuan
bersama. Mangiemen administras yang dimaksud disini adalah

manajemen administrasi pendaftaran haji reguler.

. Pendaftaran Ibadah Haji

Menurut Ahmad Kaertono dan Sarmidi Husna, kata haji

berasal dari bahasa arab yang berarti Ziarah

atau berkunjung. Sedangkan menurut istilah  Syara’ hgi adalah
berziarah atau berkunjung ke Ka’bah di Makkah al-Mukaramah untuk
beribadah kepada Allah SWT dengan melakukan ihram, thawaf, sa’i,
wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, melontar jamarat, dan
tahallul.® Dalam memberikan pengertian terhadap ibadah haji para
ulama’ madzhab berbeda pandangan. Menurut para ulama’ madzhab,
secara etimologis haji adalah menyengaja. Mereka bersepakat dalam
pengertian secara bahasa. Namun, secara terminologi para ulama’
berbeda pendapat. Hal ini disebabkan karena visi pandang yang
berbeda didalam menafsirkan dalil-dalil yang menjadikan wajibnya
haji.’

Pendaftaran haji merupakan tahap utama dan pertama yang

harus dilakukan dan dipatuhi secara administratif bagi setiap umat

Islam yang hendak menunaikan rukun Islam yang kelima. Indonesia

8Ahmad Kaertono dan Sarmidi Husna, Ibadah Haji Perempuan Menurut Ulama Fikih,

(Jakarta: Sirgja Prenada Media Group, 2013), him. 13.

him. 17.

°Ahmad Abd Madijid, Seluk Beluk Ibadah Haji dan Umroh (Surabaya: Mutiara llmu, t.t),



sebagal negara yang memiliki jumlah penduduk beragama Islam
terbanyak, menyebabkan tingkat animo masyarakat untuk melakukan
pendaftaran haji cukup tinggi, sehingga semakin banyaknya
masyarakat berlomba-lomba untuk mendaftarkan diri sebagai calon
jamaah haji dari masa ke masa.

. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo

Kantor Kementerian Agama adalah lembaga pemerintahan
yang bertugas untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam
pembimbingan dan pengelolaan fungs administratif dari kegiatan
keagamaan di Indonesia. Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Kulon Progo adalah lembaga pemerintahan yang berada dibawah
Kementerian Agama pusat. Lembagaini adalah lembaga pemerintahan
di tingkat kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Y ogyakarta. Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo terletak di Jalan
Bhayangkara Wates, Wates, Kulon Progo, Daerah Istimewa
Y ogyakarta.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo
merupakan salah satu organisas atau lembaga pemerintahan yang
mengelola dan mewadahi  program-program  pengembangan
keagamaan. Salah satu kegiatan yang dikelola adalah tentang
pelaksanaan ibadah haji yang didaamnya termasuk pengelolaan

administrasi dalam kegiatan proses pendaftaran calon jamaah hgji.



Berdasarkan penegasan istilah-istilah tersebut, maka yang
dimaksud dengan judul Manajemen Administrasi Pendaftaran Ibadah
Haji Oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo Tahun
2017 dalam penelitian ini adalah serangkaian proses pelaksanaan
administrasi pendaftaran ibadah haji dengan cara membantu, melayani,
dan mewadahi melaui perencanaan, pengorganisasian, penggerakan
dan pengawasan atau proses memanfaatkan sumber daya yang ada
secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan
oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo.

B. Latar Belakang Masalah

Ibadah haji merupakan rukun Isam kelima yang wajib
dilaksanakan oleh setiap individu umat Islam yang telah memenuhi syarat
Istitha’ah (mampu) untuk menunaikannya ke Baitullah. Haji dan umrah
hanya diwajibkan sekali seumur hidup. Ini berarti bahwa seseorang yang
telah melakukan ibadah haji yang pertama, maka selesailah kewajibannya.
Haji yang berikutnya, kedua, ketiga dan seterusnya, merupakan ibadah
sunnah.*

Penyelenggaraan ibadah hagji dilakukan setiap tahun oleh umat
Islam didunia termasuk Indonesia. Pelaksanaan ibadah haji sangat berbeda
dengan pelaksanaan rukun islam lainnya. Menjalankan ibadah hgji adalah
menjalankan ritual ibadah yang waktu dan tempatnya tertentu.

Pelaksanaan ibadah hgji dilakukan dalam bulan Dzulhijjah yang sangat

%Ahmad Thib Raya dan Siti Musdah Mulia, Menyelami Seluk-beluk Ibadah Dalam Islam
(Jakarta: Pernada Media, 2003), him. 227.



dimuliakan oleh kaum muslimin.' Pelaksanaan ibadah haji merupakan
pelaksanaan yang memerlukan kesanggupan yang lebih besar dari ibadah
lainnya dalam gjaran islam karena disamping ibadah ini merupakan ibadah
yang berdimens spritualitas, haji juga merupakan ibadah yang berdimensi
nilai-nilai sosial.

Indonesia merupakan Negara yang memiliki jumlah penduduk
muslim yang banyak di dunia. Maka dari itu Indonesia menjadi salah satu
negara dengan jumlah jamaah haji terbanyak setiap tahunnya
Penyelenggaraan ibadah hgji di Indonesia merupakan tugas nasional dan
tanggung jawab pemerintah dibawah koordinasi Menteri Agama. Dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Menteri mengoordinasikannya
dan atau bekerjasama dengan masyarakat, Lembaga atau Instansi terkait,
dan pemerintah kergjaan Arab Saudi.

Dalan undang-undang RI No0.13 tahun 2008 tentang
penyelenggaraan ibadah hagji dan umroh dijelaskan tentang kewajiban
pemerintah terhadap jamaah hgji, yaitu pemerintah berkewajiban
mel akukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan
layanan administrasi, bimbingan manasik haji, akomodasi, transportasi,
pelayanan kesehatan, keamanan dan hal-hal yang diperlukan oleh jamaah

haji.** Dasar dan payung hukum penyelenggaran ibadah haji dalam

YAli Shariati, Haji (Bandung: Pustaka, 1978), him. 8.

?Undang-Undang Republik Indonesia No 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan |badah
Haji, (Jakarta: Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Departemen Agama
RI, 2008)



eksistensinya belum menjawab tuntutan dan harapan masyarakat karena
substans dan cakupannya belum sepenuhnya dapat mereprentasikan
terselenggaranya kegiatan ibadah hgji secara paripurna (profesional).

Sepanjang sejarah, penyelenggaraan ibadah hgji di Indonesia selalu
menjadi perbincangan yang menarik. Tidak hanya menyangkut aspek
spritualnya yang unik, tetapi juga karena bersentuhan langsung dengan
aspek politik dan ekonomi.™® Karena jumlah jamaah haji Indonesia yang
sangat besar, melibatkan berbagai instansi dan lembaga, baik dalam negeri
maupun luar negeri serta dalam hal ini juga berkaitan dengan berbagai
aspek antara lain bimbingan, transportasi, kesehatan, keamanan dan
sebagainya.**

Mengingat kompleksitasnya, ibadah haji bukan hanya menjadi
privasi bagi seorang muslim, tetapi juga melibatkan peran negara dalam
mengatur dan menfasilitasi setiap warga negara yang hendak menunaikan
ibadah haji. Disinilah peran pemerintah yaitu Kementerian Agama dalam
membantu para jamaah haji untuk memberikan segala kebutuhan selama
melaksanakan ibadah haji, sehingga perjalanan hagji berjalan dengan

lancar, tertib, aman, sesuai dengan tuntunan agama sehingga jamaah hgji

BBahrul Hayat, Profesionalisme Manajemen Dalam Penyelenggaraan |badah Haji,
(Jakarta: Kemenag RI, 2012), him. 216.

YK hotibul Umam, “Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kementerian Agama
Kabupaten Cilacap Tahun 2009/2010”, Skrips (Yogyakarta: Jurusan Mangjemen Dakwah
Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2011), him 6.



bisa melaksanakan ibadah hgjinya secara mandiri dan mendapatkan haji
yang mabrur.™

Dewasa ini, problematika dalam kegiatan penyelenggaraan ibadah
haji di Indonesia yang dikelola oleh pemerintah dibawah Kementerian
Agama selalu muncul dengan besaran dan spektrum yang silih berganti
dan selalu berulang-ulang terjadi. Masalah utama yang selalu dihadapi
calon jamaah haji Indonesia adalah tidak adanya pengetahuan yang utuh
dalam memahami tata cara melakukan proses pendaftaran ibadah haji yang
baik dan benar. Sehingga dalam proses pendaftaran, tidak jarang terjadi
kesalahan pemahaman antara calon jamaah hagji dengan pelaksana
administrasi penyelenggara hgji atau petugas pendaftaran haji. Pengelolaan
administrasi ibadah haji dilaksanakan oleh instansi atau lembaga
pemerintah yaitu Kementerian Agama, mulai tingkat kecamatan,
kabupaten kota, provinsi hingga tingkat pusat yang berfungs sebagai
penyelenggara sertafasilitator dalam penyel enggaraan ibadah hgji.

faktor-faktor yang memungkinkan dapat memberikan pengaruh
terhadap kelancaran proses layanan administrasi pendaftaran haji di
Kabupaten Kapuas Hulu diantaranya, tingkat pendidikan calon jamaah haji
mayoritas Sekolah Dasar (SD), usia jamaah ratarata 55 tahun keatas,
kurangnya sumber daya manusia petugas haji pada Kantor Kementerian

Agama Kabupaten Kapuas Hulu yang menguasai pengoperasian teknis

™K ementerian Agama, Kiat-Kiat Melestarikan Haji Mabrur, (Jakarta: Kementerian
AgamaRlI, 2008), him. 28.
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komputer, serta sarana dan prasarana pendukung seperti perlengkapan dan
peralatan pendukung Teknologi Informasi (T1).1°

Imam Syaukani mengutip Nidham dan Hanan menjelaskan,
terdapat enam unsur pokok dalam penyelenggaraan ibadah haji yang harus
diperhatikan yaitu calon hgji, pembiayaan, kelengkapan administratif,
sarana transportasi, hubungan bilateral antarnegara, dan organisasi
pelaksana.*’

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo merupakan
unit kerja terdepan yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat
dalam proses pendaftaran ibadah haji membutuhkan pengelolaan
administrasi yang tepat dengan sistem yang tepat pula. Mangemen yang
efektif dan efisisen dapat mempengaruhi berhasilnya kegiatan administrasi
yang dijalankan. Administrasi adalah proses penyelenggaraan kerja untuk
mencapal tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi merupakan salah satu
sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia terutama dalam ruang lingkup
perkantoran.

Untuk dapat menyelenggarakan ibadah hai dengan baik,
administrasi dalam proses pendaftran ibadah haji secara khusus adalah
sangat penting untuk diperhatikan dan dikelola secara profesional oleh
pemerintah. Dengan demikian, setigp orang yang hendak menunaikan

ibadah haji harus memenuhi kelengkapan administrasi terlebih dahulu

®|bnu E, “Pelayanan Administrasi Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kabupaten
Kapus Hulu”, (Universitas Tanjungpura: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik), 2016.

YImam Syaukani, Manajemen Pelayanan Haji di Indonesia, (Jakarta: Puslitbang
Kehidupan Keagamaan, 2009), him. 1
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sebagai syarat mutlak untuk dapat dikatakan sah sebagai calon jamaah hgji
yang akan diberangkatkan oleh pihak penyelenggara. Sehingga
penyelenggaraan ibadah haji berjalan dengan efektif dan efisien tanpa
kendala apapun khusunya dalam masalah pelaksanaan administrasi
pendaftaran. Selanjutnya sangat dibutuhkan komitmen, kreatifitas, dan
motivasi yang tinggi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo
dalam melaksanakan tugas mangemen administrasi pendaftaran ibadah
haji.

Berdasarkan uraian diatas, perlu dilakukan kajian lebih lanjut dan
mendalam. Tujuannya untuk mengetahui eksistensi, potensi serta strategi
yang harus dilakukan untuk terus mengoptimalkan kualitas mangemen
administrasi dalam proses pendaftaran ibadah hgji di Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Kulon Progo. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa
penelitian tentang “Manajemen Administrasi Pendaftaran Ibadah Haji Oleh
Seks Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017.” sangat relevan dengan bidang

kajian Manajemen Dakwah.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas,
maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana manajemen
administrasi pendaftaran ibadah hgi yang diterapkan oleh Kantor

Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo Tahun 20177
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D. Tujuan Pendlitian
Tujuan dalam penditian ini adalah untuk mengetahui,
mendeskripsikan, dan menganalisis aktivitas mangemen administrasi
pendaftaran ibadah haji yang diterapkan oleh Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Kulon Progo.
E. Kegunaan Pendlitian
1. SecaraTeoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap
bidang kajian ilmu manajemen dakwah pada khususnya dan segenap
penggiat akademik UIN Sunan Kalijaga pada umumnya dalam
mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah cakrawala serta
khazanah keilmuan dalam hal penyelenggaran ibadah haji.
2. SecaraPraktis
a. Bagi Pendliti
Hasil pendlitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan
dan menambah khazanah keilmuan dalam bidang mangemen
administrasi ibadah haji tingkat kabupaten.
b. Bagi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
terhadap managjemen administrasi ibadah haji serta sebagai bahan
evaluas yang menjadi alat ukur dan bahan pertimbangan dalam
merumuskan mangjemen administrasi pendaftaran ibadah hgji yang

efektif di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo.
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c. Bagi Jurusan Manajemen Dakwah
Memberikan informasi dan kontribusi praktis dalam
mengoptimalkan  peranan  ilmu  mangemen administras
pendaftaran ibadah haji. Selain itu sebaga refrens serta strategi
dalam pengaplikasian mangjemen administrasi dalam pendaftaran
ibadah haji.
F. Kajian Pustaka
Tujuan dari uraian telaah pustaka ini adalah untuk menunjukkan
originalitas penelitian dan memberikan kejelasan serta batasan terhadap
apa yang diteliti oleh peneliti, guna membedakan dan mebatas penelitian
ini dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan peneliti lainnya.
Berdasarkan hasil penelusuran yang peneliti lakukan terhadap beberapa
penelitian yang sejenis adalah:
Pertama, jurna ilmu pemerintahan yang ditulis oleh Muhammad
Ali Yusni dengan judul “Sudi Tentang Pelayanan Haji di Kementerian
Agama Kota Samarinda”. Penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan
konsep pelayanan haji di Kementerian Agama secara umum, dan di
Kemenag Kota Samarinda secara khusus. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa kegiatan penyelenggaraan ibadah hagji yang dilaksanakan oleh

Kementerian Agama Kota Samarinda sudah berjalan dengan baik. Hal ini
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dapat dilihat mulai dari prosedural pendaftaran haji yang tidak berbelit-
belit.*®

Kedua, jurnal oleh Muhammad Ladzi, Widyaiswara Madya Balai
Diklat Keagamaan Surabaya denga judul “Mengurai Persoalan
Manajemen Administrasi Publik dalam Pelaksanaan Ibadah Haji”. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa sistem administrasi yang selama ini sudah
berjalan, dinila telah mampu mengatas hal yang paling dasar yakni
pendaftaran calon jamaah haji. Akan tetapi, sistem jaringan terpadu
nasional, masih harus didukung oleh sistem-sistem administrasi dan
manajemen administrasi yang lainnya.*®

Ketiga, skripsi Nur Laila Syarifah dengan judul “Manajemen
Pelayanan Administratif Jamaah Haji di Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Pati Tahun 2016”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
mangjemen pelayanan administratif jamaah haji di Kementerian Agama
Kabupaten Pati Tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
mangemen pelayanan administratif di Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Pati belum prima. Hal ini terlihat pada adanya beberapa
aktivitas mangjemen pelayanan administratif yang belum terpenuhi

diantaranya perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan masing-

¥\Muhammad Ali Yusni, “Sudi Tentang Pelayanan Haji di Kementerian Agama Kota
Samarinda”, (Universitas Mulawarman: Jurnal [lmu Pemerintahan Vol.3 No.1 2015), him. 318.

“Muhammad Ladzi, “Mengurai Persoalan Manajemen Administras Publik Dalam
Pelaksanaan Ibadah Haji”, (Surabaya: Widyaiswara Madya Balai Diklat Keagamaan), (Oktober,
2013).
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masing ada dua aktivitas yang belum terpenuhi, sedangkan koordinasi
sudah diterapkan dengan baik.*

Keempat, skripsi karya Mochamad Rifa’i, dengan judul
“Manajemen Administratif Pendidikan Di Pondok Pesantren Aji
Mahasiswa Al Muhsin Yogyakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui konsep administratif pendidikan di Pondok Pesantren Aji
Mahasiswa Al Muhs Yogyakarta dan untuk mengetahui pelaksanaan
program kerja administratif pendidikan yang meliputi perencanaan,
pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan (POAC) di Pondok
Pesantren Aji Mahasiswa Al Muhsin Yogyakarta. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa lembaga pendidikan pesantren Aji Mahasiswa Al
Muhsin memiliki konsep manajemen administratif sebagaimana yang telah
dirumuskan para ahli pendidikan meliputi perencanaan, pengorganisasian,
penggerakan dan pengontrolan. Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan
bahwa semua fungsi administratif telah diterapkan dengan baik, tapi bukan
berarti tidak ada yang perlu diperbaiki dalam hal ini adanya tumpang
tindih dalam kepengurusan pesantren.?

Berdasarkan hasil penditian-penelitian diatas yang pernah
dilakukan sebelumnya, terdapat perbedaan dengan penelitian yang

dilakukan peneliti saat ini pada fokus penelitian, subjek penelitian, dan

“Nur Laila Syarifah, “Manajemen Pelayanan Administratif Jamaah Haji Di Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Pati Tahun 2016”7, Skripsi, (Yogyakarta: Jurusan Manajemen
Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2017), him. 93.

“'Mochamad Rifa’i, “Manajemen Administratif Pendidikan Di Pondok Pesantren Aji
Mahasiswa Al Muhsin Yogyakarta”, Skripsi, (Y ogyakarta: Fakultas Tarbiyah, UIN Sunan Kalijaga
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waktu pendlitian. Penelitian ini lebih menekankan pada aktivitas

mangjemen administrasi pendaftaran ibadah hgji oleh Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Kulon Progo.

G. Kerangka Teori
1. Tinjauan Umum Tentang M anajemen

a. Pengertian Manajemen

Secara etimologis, kata mangemen berasal dari bahasa

inggris management yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan,

dan pengelolaan.”? Kata manajemen dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia (KBBI) dimaknai sebagai proses pemakaian sumber

daya secara efektif untuk mencapai sasaran yang telah

ditentukan.®® Pendapat lain mengemukakan bahwa, istilah

manajemen itu dapat diartikan melalui orang lain berdasarkan ilmu

dan seni untuk mencapa tujuan yang telah ditetapkan.®*

Mangjemen merupakan kegiatan yang mencakup upaya untuk

mencapal  tujuan, dilakukan oleh individu-individu yang

menyumbangkan upaya yang terbaik melalui tindakan-tindakan

yang telah ditetapkan sebelumnya. Ha tersebut meliputi

pengetahuan tentang apa yang harus mereka lakukan, menetapkan

cara bagaimana melakukannya, memahami bagaimana mereka

“John M. Elchos dan Hasan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia,
1976), him. 372.

Zpysat Bahasa, Kamus Besar Bahasa, him. 909.

#Aleks Nitisemito, Manajemen Suatu Pengantar, (Ghalia Indonesia, 1989), him. 14.
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harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari usaha-usaha
mereka. Adapun secara terminologis, managjemen adalah sebagai
suatu proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok dalam
upaya-upaya koordinasi untuk mencapai satu tujuan.®
b. Fungsi-fungsi Manajemen
Pada umumnya mangemen dibagi menjadi beberapa
fungsi, yaitu merencanakan, mengkoordinasikan, mengawas dan
mengendalikan kegiatan dalam rangka usaha untuk mencapai
tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisisen. Fungsi-fungsi
mangjemen adalah berbagal jenis tugas atau kegiatan manaemen
yang mempunyai peranan khas dan bersifat saling menunjang
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Terdapat
beberapa fungsi-fungss manajemen yang dikemukakan oleh para
pakar. Menurut G.R Terry, bahwa funngsi-fungsi dasar manajemen
tersebut terdiri dari perencanaan (planning), pengorganisasian
(organizing), penggerakan  (actuating), dan pengawasan
(controlling)®®. Sebagaimana berikut ini:
1) Perencanaan (Planning)
Perencanaan adalah tindakan memilih  dan
menghubungkan  fakra-fakta serta menyusun  dan

menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan

M. Munir dan Wahyu Ilaihi, Manajemen Dakwah, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2012), him. 9.

%George R. Terry, Asas-Asas Mangjemen, (Bandung: P. T. Alumni, 2012), him. 5.
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datang dalam hal memvisualisas serta merumuskan
akrivitas-aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk
mencapa hasil-hasil yang diinginkan. Perencanaan berarti
menentukan sebelumnya apa yang harus dilakukan dan
bagaimana cara mel akukannya.®’

2)  Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan
hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-
orang, hingga mereka dapat bekerja sama secara efisien, dan
demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal
melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkunagn
tertentu guna mencapal tujuan atau sasaran tertentu.
Pengorganisasian mempersatukan  sumber-sumber  daya
pokok dengan cara yang teratur dan mengatur orang-orang
dakam pola yang demikian rupa.?®

3) penggerakan (Actuating)

Penggerakan merupakan usaha untuk menggerakkan
anggota-anggota kelompok demikian rupa hingga mereka
berkeinginan dan berusaha untuk mencapal sasaran-sasaran
dan tujuan dari organisasi yang bersangkutan dan sasaran-

sasaran angota-anggota organisasi tersebut oleh karena para

I bid, him. 163.

2 bid, him. 233.
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anggota itu ingin mancapal Sasaran-sasaran tersebut.
Mengusahakan agar para anggota bekerjasama secara lebih
efisien, untuk menyukai pekerjaan mereka, mengembangkan
skill serta menjadi anggota organisasi yang baik, merupakan
tantangan pokok bagi manajemen organisasi.?

4)  pengawasan (Controlling)

Pengawasan berarti mendeterminasi apa yang telah
dilaksanakan, mengevaluas prestasi kerja dan apabila perlu
menerapkan tindakan-tindakan korektif, sehingga hasil
pekerjaan sesual dengan rencana-rencana. Pengawasan dapat
dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi
penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang
dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan.®

2. Administrasi
a. Pengertian Administrasi
Kata administrasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI) didefinisikan sebagai usaha dan kegiatan yang meliputi
penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan
pembinaan organisasi.*> Adapun menurut Donavan dan jackson

yang dikutip oleh Yeremias T. Keban menjelaskan bahwa

2bid, him. 313.
bid, him. 395.

*'Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, him. 7.
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administrass merupakan suatu proses yang dinamis dan
berkelanjutan, yang digerakkan dalam rangka mencapai tujuan
dengan cara memanfaatkan secara bersama orang dan material
melalui  koordinas dan kerjasama® Dalam perusahaan,
administrasi sebagian besar berhubungan dengan pengawasan-
pengawasan mutu atas barang yang dihasilkan, pengawasan
persediaan, pengawasan anggaran, pengawasan  produks,
meskipun dengan sendirinya hal ini juga berhubungan dengan
keseluruhan bidang manajemen.®

Di Indonesia kita mengenal dan memahami administrasi
sebagal ketatausahaan atau administrasi dalam arti sempit adalah
berupa kegiatan pencatatan, pengolahan, pengumpulan, pemberian
nomor/kode surat, pengetikan, penggandaan, penyimpanan
(pengarsipan), pengiriman berbagai informas yang diterima atau
yang dikeluarkan oleh suatu organisasi atau institusi.**

b. Unsur-unsur Administras
Dalam proses operasi administrasi terdapat sejumlah unsur

yang saling berkait antara satu dan yang lain, yang apabila salah

%y eremias, Enam Dimensi Strategis, him. 2.

#Moekijat, Dasar-Dasar Administras dan Manajemen Perusahaan, (Bandung: CV
Bandar Maju, 1989), him. 5-6.

#\Wirman Syafri, Sudi Tentang Administrasi Publik, (Jakarta: Erlangga, 2012), him. 4.
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satunya tidak ada, proses operas administrasi akan pincang.

Unsur-unsur tersebut meliputi sebagai berikut:*

1) Organisasi, yaitu wadah bagi segenap kegiatan usaha kerja
sama.

2) Komunikasi, yaitu penyampaian berita dan pemindahan buah
pikiran dari seseorang kepada yang lainnya dalam rangka
terwujudnya kerja sama.

3) Kepegawaian, yaitu pengaturan dan pengurusan pegawai atau
karyawan yang diperlukan.

4) Keuangan, yaitu pengelolaan segi-segi pembiayaan dan
pertanggungjawaban keuangan.

5) Perbekalan, yaitu perencanaan pengadaan, dan pengaturan
pemakaian barang-barang keperluan kerja.

6) Tata usaha, yaitu penghimpunan, pencatatan, pengelolahan,
pengiriman, dan penyimpanan berbagai keterangan yang
diperlukan.

7) Hubungan masyarakat, yaitu perwujudan hubungan yang baik
dan dukungan dari lingkungan masyarakat terhadap usaha kerja
sama.

3. Pendaftaran Ibadah Haji
Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib

dilaksanakan oleh setigp umat Islam yang memenuhi syarat Istitha’ah

»Sahya Anggara, Ilmu Administrasi Negara, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), him.
29.
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(mampu) untuk menjalankan ibadah haji ke Baitullah. Hgji dan umrah
hanya diwajibkan sekali seumur hidup. Ini berarti bahwa seseorang
yang telah melakukan ibadah haji yang pertama, maka selesailah
kewgjibannya. Haji yang berikutnya, kedua, ketiga dan seterusnya,
merupakan ibadah sunnah.®

Haji adalah berkunjung ke Baitullah atau ka’bah untuk
melakukan beberapa amalan antara lain: Wukuf, mabit, thawaf, sa’i,
dan amalan lainnya pada masa tertentu untuk memenuhi panggilan
Allah SWT dan mengharap ridho-Nya.*’

Sebelum menunaikan ibadah haji, sebagai masyarakat yang
baik dan taat aturan harus melakukan proses pendaftaran ibadah haji
secara teratur dan tertib. Pendaftaran hgji yang tidak bisa terdeteks
lebih dini akibat keterbatasan kemampuan manusia memerlukan
pengelolaan yang dapat membantu kelancaran proses administrasi
pendaftaran ibadah haji. Oleh sebab itu, dibutuhkan sarana dan
prasarana pendukung untuk memberikan pelayanan dan kenyaman
terbaik bagi calon jamaah hagji.

H. Metode Penelitan
Setiap penelitian tentu menggunakan suatu metode, karena metode
merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data yang

bersifat ilmiah dan ditempuh melalui metode pendlitian. Yaitu metode

*Ahmad Thib, Seluk-Beluk Ibadah, him. 337.

$Departemen Agama RI, Bimbingan Manasik Haji, (Jakarta: Direktorat Jenderal
Penyelenggara Haji dan Umroh, 2003), him. 10.
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yang sesuai dengan sifat atau jenis penelitiannya, sesuai pula dengan jenis
data dan sumbernya.
1) JenisPendlitian
Penelitian ini  termasuk penelitian lapangan (field
Research), yakni kegiatan penelitian di lingkungan tertentu untuk
mengadakan pengamatan dan memperoleh data. Penelitian ini
dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo.
Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif.®
2) Subyek dan Obyek Penelitian
Subyek dan obyek dalam penelitian ini adalah sumber
informas untuk mencari data dan masukan-masukan dalam
menghadapi masalah penelitian yaitu sebagai berikut
a. Subyek penelitian indentik dengan data primer yaitu data ynag
diperoleh secara langsung dari sumber data atau dari hasil
penelitian lapangan. Untuk mendapat data primer ini, Peneliti
mengadakan observasi atau pengamatan serta wawancara kepada
Kepaa Seksi Penyelenggara Hai dan Umroh Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo, pegawa atau
pelaksana administrasi, dan bebergpa caon jamaah hgji

Kabupaten Kulon Progo.

*¥3ugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif R&D, (Bandung: Alfa Beta, 2008),
him. 8
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b. Obyek penelitian identik dengan data sekunder yang menjadi titik
fokus penelitian adalah manajemen administrasi ibadah haji oleh

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo.

3) Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling
utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah
memperoleh data. Untuk memperoleh hasil penelitian yang tepat,
maka dibutuhkan metode penelitian yang tepat pula. Metode
penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam
penelitian ini adalah:
a Observas
Metode pertama yang peneliti  guanakan  untuk
mengumpulkan data adalah metode observasi.** Observas biasa
diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan sistematik atas
fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam hal ini pendliti akan
memperhatikan dan mengamati berbagai aktivitas yang berkaitan
dengan proses mangjemen administrasi ibadah haji oleh Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo.
b. Wawancara (Interview)
Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data yang

dilakukan peneliti dengan cara menanyakan secara langsung pada

¥Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Presfektif Rancangan Penelitian,
(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, cet.3, 2014), him. 220.
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sumber informasi. Metode ini digunakan untuk memperoleh
informasi atau data yang akurat dan objektif yang terkait dengan
fokus penelitian dengan bertanya langsung kepada informan.
Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara
semiterstruktur  (Semistructure Interview), yaitu mulanya
menanyakan serangkaian pertanyaan yang sudah terstruktur,
kemudian satu-persatu diperdalam untuk mengecek pertanyaan
lebih lanjut.*® Tujuan dari wawancara ini adalah untuk
menemukan permasalahan secara |ebih terbuka. Narasumber yang
diwawancarar meliputi: Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan
Umrah Kantor Kementerian agama Kabupaten Kulon Progo,
Pegawai Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Kulon Progo, dan calon jamaah haji tahun
2017 Kabupaten Kulon Progo. Dalam ha ini  penéliti
menggunakan buku catatan, alat komunikasi berupa handphone
sebaga alat perekam suara atau rekaman wawancara dengan
pihak-pihak tertentu dan camera untuk mengambil foto ketika
sedang melakukan pembicaraan dengan informan.
c. Dokumentasi

Metode dokumentass merupakan studi dokumen yang

berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan

penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual.

“OSuharsini Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Bina
Aksara: 1989), him. 183.
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Artinya dengan kata lain metode dokumentasi ini bertujuan untuk
mencari data berupa buku, jurnal, bulletin, artikel, foto-foto, dan
dokumentasi lainnya* Dalam ha ini peneliti memanfaatkan
data-data yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Kulon Progo yang berkaitan dengan judul penelitian. Selain itu,
peneliti juga menggunakan aplikasi camera handphone sebagai
alat bantu dalam mengambil dokumen berupa foto-foto.
4) Metode Analisis Data

Andisis data dan informasi yang diperoleh dengan
menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang
dilakukan dengan analisis data model Miles dan Huberman,
sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono yang terdiri dari:*?

a. Koleks Data (Data Collection)

Koleksi data adalah pengumpulan data yang dilakukan
peneliti untuk memudahkan peneliti daam menganalisis dan
mengolah data tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan metode
wawancara, observasi, dan studi kepustakaan yang dapat mendukung
penelitianini.

b. Reduks Data(Data Reduction)
Pada tahap reduks, data dan informas diolah untuk

menelaah keseluruhan data dari catatan lapangan. Telaah ini

“Bugin Burhan, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), him.
125.

“2gugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif, (Bandung: Alfa Beta, 2008), him.
337.



d.

27

dilakukan untuk merangkum, menemukan hal-hal pokok atau
penting dari obyek yang diteliti. Mereduksi data berarti
merangkum hal-hal penting dan membuang yang tidak perlu.
Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan
gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk
melakukan pengumpulan data selanjutnya.

Penyagjian Data (Data Display)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah
melakukan penyagjian data. Pada tahap ini dilakukan penyajian
data secara sistematis, terorganisasi, tersusun dalam pola
hubungan sehingga akan lebih mudah dipahami, penyajian data
dalam bentuk teks dan bersifat naratif. Maka berdasarkan
kesimpulan inilah data tersebut akan diberi makna yang relevan
dengan penelitian.

Verifikas (Conclusion)

Pada tahap verifikas dilakukan penarikan kesimpulan dari
data yang telah diperoleh dari prasurvei, catatan |apangan,
wawancara, dan dokumentasi. Kesimpulan dalam pendlitian
diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang sudah
dirumuskan sgjak awal yang menghasilkan temuan baru yang
sebelumnya belum pernah ada, dan temuan baru ini bersifat
deskriptif atau suatu gambaran objek yang dipaparkan secarajelas

dan terperinci.
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5) Teknik Pengecekan K eabsahan Data

Pengecekan keabsahan data yang digunakan peneliti dalam
penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi merupakan pengecekan
data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu.*® Jenis
triangulas terdiri dari triangulasi sumber data yaitu dengan mencari
data dari sumber yang beragam yang masih terkait satu sama lain,
dan triangulasi metode yaitu mencari data dengan cara yang beragam.

Peneliti melakukan pengecekan dengan menggunakan
triangulass metode pengumpulan data dan triangulasi sumber
pengumpulan data. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data yang
valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Adapun pengecekan data
menggunakan triangulasi metode pengumpulan data adalah sebagai

berikut

“3Djaman Satori dan Aan Komarian, Metode Pernelitian Kualitatif, (Bandung: Alfa Beta,
2009), him. 170.
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Gambar 1.1 Triangulasi M etode Pengumpulan Data

—__

Pengecekan data dengan triangulas metode diperolen dari metode

wawancara, observas dan dokumentasi yang akan dibandingkan hasilnya.
Adapun pengecekan data menggunakan triangulasi sumber adalah sebagai berikut:

Gambar 1.2 Triangulasi Sumber Pengumpulan Data

Kepala Seksi
PHU

7 ASESA ¥

Pegawai .
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Sistematika Pembahasan

Gambaran umum sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah
sebagal berikut:

Bab I, adalah pendahuluan yang berisi tentang penegasan judul,
latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan
sistematika pembahasan.

Bab II, beris tentang sgarah Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Kulon Progo, letak geografis, kedudukan tugas dan fungsi,
struktur kepengurusan, vis dan mis, kode etik pegawai, sarana dan
prasarana dan data pegawai.

Bab Ill, beris pembahasan tentang penelitian Manaemen
Administrasi Ibadah Haji Oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Kulon Progo

Bab 1V, merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan,
saran-saran dan kata penutup. Pada penelitian skripsi ini akan diakhiri

dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran dan curiiculum vitae.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesumpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pendliti terkait
mangjemen administrasi pendaftaran ibadah haji yang dilakukan oleh
Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Kulon Progo, maka dapat diambil kesimpulan bahwa
mangjemen administrasi pendaftaran ibadah haji yang dilakukan oleh
Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Kulon Progo menggunakan pendekatan metode administrasi
publik. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum semuanya maksimal dan
terpenuhi, hal ini terlihat pada adanya kendala-kendala yang didapati pada
sumber daya manusia maupun aat pendukung pekerjaan yang belum
mumpuni seperti masih adanya petugas yang tidak dapat menguasai sistem
pengoperasian teknologi dengan baik, sistem koneksi jaringan yang belum
lancar, minimnya informasi tentang pendaftaran ibadah hgji, serta
keterbatasan sarana dan prasaran yang menghambat kelancaran proses

administrasi pendaftaran ibadah haji.
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B. Saran-saran

1

Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) daam
mengoperasikan teknologi informasi.

Melakukan perbaikan sistem koneks jaringan yang sesuai dengan
kebutuhan kerja.

Memperluas jaringan informasi tentang proses pendaftaran ibadah haji
kepada masyarakat di Kabupaten Kulon Progo.

Memperbanyak kerjasama dengan Bank Penerima Setoran Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH).

Pengadaan peningkatan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
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PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka menyesuaikén ketentuan syarat dan

prosedur pendaftaran haji serta kuota haji, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Ibadah Haji Reguler;

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 428);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan ibadah haji menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5061);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4965);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonessia Nomor 5038);

7. Undang-Undang ...



Menetapkan :

Beberapa keten

Ty

10.

11.

12,

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5216);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon 1
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135
Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan
Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas
dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor
10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 348);

Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER.

Pasal I

tuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012

tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 898) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (4), ayat (5), dan ayat
(6) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Pendaftaran Jemaah Haji dilakukan setiap hari kerja sepanjang tahun.

(2) Pendaftaran ...



Pendaftaran Jemaah Haji dilakukan di Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota domisili Jemaah Haji sesuai Kartu Tanda Penduduk
(KTP).

Pendaftaran haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
wajib dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan untuk pengambilan
foto dan sidik jari.

Jemaah Haji yang pernah menunaikan ibadah haji dapat melakukan
pendaftaran haji setelah 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan ibadah
haji yang terakhir.

Ketentuan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak
berlaku bagi pembimbing.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran bagi pembimbing
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Direktur
Jenderal.

9. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 4
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(3)
(4)

Pasal 4

Persyaratan pendaftaran calon jemaah haji sebagai berikut:
a. beragama Islam;
b. berusia minimal 12 (dua belas) tahun pada saat mendaftar;

c. memiliki KTP yang masih berlaku sesuai dengan domisili atau
bukti identitas lain yang sah;

d. memiliki Kartu Keluarga;

e. memiliki akte kelahiran atau surat kenal lahir atau kutipan akta
nikah atau ijazah; dan

f memiliki tabungan atas nama jemaah yang bersangkutan pada
BPS BPIH.

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon jemaah
haji harus menyerahkan pas foto terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 10
(sepuluh) lembar dengan ketentuan:

a. pas foto berwarna dengan latar belakang warna putih;

b. warna baju/kerudung kontras dengan latar belakang tidak
memakai pakaian dinas, dan bagi jemaah haji wanita
menggunakan busana muslimah;

c. tidak menggunakan kaca mata; dan
d. tampak wajah minimal 80 persen.
Dihapus.

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur
dapat menambah persyaratan pendaftaran berupa surat keterangan
domisili.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Pendaftaran haji dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

a.
B,

L

jemaah haji melakukan transfer ke rekening Menteri sebesar setoran
awal BPIH;

BPS BPIH menerbitkan bukti aplikasi transfer BPIH;

c. BPS ...



c. BPS BPIH menerbitkan bukti setoran awal BPIH sebanyak 5 (lima)
lembar dengan rincian sebagai berikut:

lembar pertama bermaterai secukupnya untuk calon jemaah haji;

2. lembar kedua untuk BPS BPIH,;
3. lembar ketiga untuk Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
4. lembar keempat untuk Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi; dan

5. lembar kelima untuk Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji
dan Umrah.

d. Bukti setoran awal BPIH sebagaimana dimaksud pada huruf ¢, wajib
mencantumkan nomor validasi, ditandatangani dan dibubuhi stempel
BPS BPIH, serta masing-masing diberi pas foto 3x4 cm;

e. BPS BPIH wajib menyerahkan lembar ketiga, keempat, dan
kelimabukti setoran awal BPIH ke Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pembayaran
setoran awal BPIH;

f.  Jemaah haji yang bersangkutan wajib menyerahkan persyaratan
pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan bukti
aplikasi transfer asli BPIH serta bukti setoran awal BPIH kepada
petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten /Kota untuk diverifikasi
kelengkapannya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pembayaran
setoran awal BPIH;

g. Jemaah haji mengisi formulir pendaftaran haji berupa Surat
Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dan menyerahkan kepada petugas
Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk didaftarkan ke
dalam SISKOHAT dan mendapatkan nomor porsi;

h. Jemaah haji menerima lembar bukti pendaftaran haji yang telah
ditandatangani dan dibubuhi stempel dinas oleh petugas Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

 Ketentuan Pasal 8 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), ayat (1) diubah,
ayat (2) dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8

(1) Jemaah haji yang telah terdaftar dan masuk alokasi kuota provinsi
atau kabupaten/kota untuk keberangkatan pada musim haji tahun
berjalan ditambah porsi cadangan yang berasal dari nomor urut porsi
berikutnya, berhak melunasi BPIH dengan persyaratan sebagail
berikut:

a. belum pernah menunaikan ibadah haji; dan

b. telah berusia 18 tahun pada saat tanggal awal keberangkatan atau
telah menikah.

(2) Dihapus.
(3) Dihapus.
/

(4) Pelunasan...

L



()

Pelunasan BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada
waktu yang ditetapkan oleh Menteri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelunasan ditetapkan oleh
Direktur Jenderal.

. Ketentuan Pasal 11 ditambah 1 ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 11
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pendaftaran haji dinyatakan batal apabila jemaah haji:
a. meninggal dunia,
b. mengundurkan diri karena alasan kesehatan atau alasan lain;

c. tidak dapat berangkat dalam masa 2 (dua) kali musim haji
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3); dan

d. dilarang keluar negeri berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Pembatalan pendaftaran haji karena jemaah haji meninggal dunia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau karena
mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilakukan berdasarkan pemberitahuan dari ahli waris atau
permohonan jemaah haji yang bersangkutan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembatalan pendaftaran haji
ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

. Ketentuan Pasal 14 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4), ayat
(1) dan ayat (2) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu)
ayat, yakni ayat (1a) dan sehingga berbunyi sebagai berikut: :

(1)

(2)

Kuota haji provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1)
yang tidak terpenuhi pada akhir masa pelunasan BPIH, menjadi sisa
kuota nasional.

(la) Sisa kuota nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
dikembalikan kepada provinsi masing-masing sesuai dengan sisa
kuota.

Pengisian sisa kuota nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan bagi jemaah haji dengan kriteria sebagai berikut:

a. jemaah yang saat pelunasan tahap sebelumnya mengalami
kegagalan sistem;

b. sudah pernah melaksanakan ibadah haji dan termasuk dalam
alokasi kuota tahun berjalan;

c. berusia minimal 75 tahun dan telah mengajukan permohonan;

d. penggabungan mahram suami/istri yang dibuktikan dengan
kutipan akta nikah, dan kartu keluarga,

e. penggabungan mahram anak/orang tua yang dibuktikan dengan
akta kelahiran atau surat kenal lahir;

f. jemaah haji yang berstatus cadangan dan sudah melunasi pada
tahun berjalan; dan

g. jemaah haji nomor porsi berikutnya.

(3) Dalam ...



(3) Dalam hal pengisian sisa kuota digunakan oleh jemaah haji dengan
kriteria berusia minimal 75 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf ¢, dapat menyertakan pendamping.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria jemaah haji dan pendamping
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh
Direktur Jenderal.

Pasal I1

Pada saat Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku, Peraturan Menteri
Agama Nomor 6 Tahun 2010 tentang Prosedur dan Persyaratan
Pendaftaran Jemaah Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 220) dan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2013 tentang
Pengisian Sisa Kuota Haji Nasional (Berita Negara Republik Indonesia
tahun 2013 Nomor 693) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri Agama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2015

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,
ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 804

L ~.J§“§_11m¢/ unaryo, M.Soc, Sc %
NIP£196208101991031003
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA™

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA S

b LEMBAGA PENELITIAN DAN
W)IJ) PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

I‘

WL‘VQ "‘““:‘

SERTIFIKAT

Nomor: B-317.1/UIN.O2/L.3/PM.03.1/P4.297/2016

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UIN Suran Kalijaga

memberikan sertifikat kepada
Nama : Baharuddin Harahap
Tempat, dan Tanggal Lahir : Karya Maju, 11 Juni 1985
Momor induk WMahasiswa L 13240081
Fakuitas . Dakwah dan Komunikasi

yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Semester Pendek,
Tahun Akademik 2015/2016 {Angkatan ke-90), di ;

Lokasi- . Sukorejo
Kecamatan ¢ Turi
Kabupaten/Kota . Kab. Sleman
Propinsi . D.L Yogyakarta

dari tanggal 25 Juli s.d. 25 Agustus 2016 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 8583 (A).
Sertifikat ini diberikan sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata
(KKN) dengan status matakuliah intrakurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian

Munagasyah Skripsi.

Yogyakarta, 12 Okiober 2016
Ketua,

Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
NIP. : 19720812 200112 1 002
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MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Dio CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT

TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No: UIN.O2/L4/PM.03.2/2.24.6.101/2017

This is to certify that:

Name : Baharuddin Ha;'ahap
Date of Birth : June 11, 1995
Sex . Male

achieved the following scores on the Test of English Competence (TOEC)

held on December 14, 2017 by Center for Language Development of State
Islamic University Sunan Kalijaga:

' CONVERTED SCORE

L:atmrng Cempmhensmn

Structure & Written Expression

'Reading Comprehension

ITu tal Score
Validity: 2 years since the certificate’s issued

Yogyakarta, December 14, 2017

DELSe \rti Widodo, S.Ag., M.Ag.
': 19680915 199803 1 005
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

JI. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Fax. 0274-552230 Yogyakarta 55281, E-mail: fd(@uin-suka.ac.id

Nomor : B-2%//Un.02/DD.I/PN.01.1/11/2017 Yogyakarta, 9 Nopember 2017

Lamp.
Hal

. 1 (satu) eks proposal penelitian
: PERMOHONAN IJIN PENELITIAN

Kepada Yth. _
Gubernur Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakafta
C.q. Kabiro Administrasi Pembangunan

Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepatihan, Danurejen

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat bahwa terkait dengan bahan penulisan skripsi, dengan ini kami
mengajukan permohonan ijin mengadakan riset/penelitian bagi mahasiswa Fakultas Dakwah dan
Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyvakarta dengan data sebagai berikut:

Nama . Baharuddin Harahap.
NIM/Jurusan © 1324008 1/MD;
Alamat . JI. Tridarma Gendeng Yogyakarta;

Judul Skripsi . MANAJEMEN ADMINISTRASI IBADAH HAJI OLEH
SEKSI PENYELENGGARA HAJI DAN UMROH KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KULON PROGO;

Pembimbing : M.Toriq Nurmadiansyah.S.Ag, M.Si.;
Metode Penelitian . Kuantitatif / Kualitatif *

Waktu : 16 Nopember 2017 - 16 Februari 2018;
Lokasi Penelitian : Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan desain penelitian dimaksud
sebagaimana terlampir.

Demikian surat kami, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr, wb.

a.n. Dekan,

Wakil n Bidang Akademik,

\
A M. Kholili

Tembusan:
1. Dekan (sebagai laporan);

2. Mahasiswa yang bersangkutan;
3. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
Unit 1: JL. Perwakilan , Wates, Kulon Progo Telp.(0274) 775208 Kode Pos 55611
Unit 2: JI. KHA Dahlan, Wates, Kulon.Progo Telp.(0274) 774402 Kode Pos 55611

Website: dpmpt.kulonprogokab.go.id Email : dpmpt@kulonprogokab.go.id

I

SURAT KETERANGAN / IZIN
Nomor : 070.2 /00972/X1/2017

Memperhatikan 3

Surat dari Kesbangpol DIY No: 074/951 SfKesbangpolQOl?, Tanggal: 16 November 2017, Perihal: lzin
Penelitian -

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;

2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan
Perizinan, Rekomendasi Pelaksinaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Studi
Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan
Susunan Pearngkat Daerah;

4, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 121 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu..

Diizinkan kepada : BAHARUDDIN HARAHAP

NIM / NIP ¢ 13240081

PT/Instansi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Keperluan : I1ZIN PENELITIAN

Judul/Tema : MANAJEMEN ADMINISTRASI IBADAH HAJI OLEH SEKSI PENYELENGGARA
HAJI DAN UMROH KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KULON
PROGO

sk KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KULON PROGO

Waktu : 16 Nopember 2017 s/d 16 Februari 2018

1, Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.

2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.

3, Wajib menyerahkan hasil Penelitian/Riset kepada Bupati Kulon Progo c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Kabupaten Kulon Progo.

4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu Kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan
untuk kepentingan ilmiah.

5. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menjadi tanggung jawab sepenuhnya peneliti

6. Surat izin ini dapat diajukan untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan,

7. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Ditetapkan di: Wates
Pada Tanggal : 20 Nopember 2017
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. Bupati Kulon Progo (Sebagai Laporan)
. Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo

. Kepala Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo

. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo

. Yang bersangkutan
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Nomor
Perihal

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
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"BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JI. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta — 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 16 November 2017

Kepada Yth. :
074/9518/Kesbangpol/2017 Bupati Kulon Progo
Rekomendasi Penelitian Up.Kepala Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu
Kabupaten Kulon Progo

Di
WATES
Memperhatikan surat :
Dari ¢ Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : B-2461/Un.02/DD.1/PN.01.1/11/2017
Tanggal : 9 November 2017
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat
diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian
dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: “MANAJEMEN
ADMINISTRASI IBADAH HAJI OLEH SEKSI PENYELENGGARA HAJI DAN
UMROH KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KULON PROGO”

kepada :

Nama : BAHARUDDIN HARAHAP

NIM : 13240081

No. HP/Identitas : 081268383565 / 3401014803950001

Prodi/Jurusan : Manajemen Dakwah

Fakultas/PT : Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
.Lokasi Penelitian ~ : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo, DIY
Waktu Penelitian : 16 November 2017 s.d. 16 Februari 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat
memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah
riset/penelitian;

2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada
kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud,

3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-
lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan,;

4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan
menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata
pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

3. Yang bersangkutan.



A.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri
Nama : Baharuddin Harahap
Tempat, Tgl. Lahir  : Karya Maju, 11 Juni 1995
Alamat . JI. Tridarma No. 898 B Gendeng Yogyakarta
Nama Ayah : H. Hajiddin Harahap
Nama Ibu : Hj. Mahlis
No. HP : 081268383565
Email : Bahar_alharoopy@yahoo.com

B. Riwayat Pendidikan

1.

2
3.
4

SDN 118393 Karya Maju
MTs PP. Ahmadul Jariah
MAS PP. Ahmadul Jariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

C. Pengalaman Organisasi

1.

2
3.
4

Himpunan Mahasiswa Islam

HMPS Manajemen Dakwah

Himpunan Mahasiswa Labuhanbatu Selatan Yogyakarta
UKM SPBA
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